PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 12 TAHUN 1960
TENTANG
DEVAN PERTEKSTI LAN

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa pel aksanaan Program Kabi net Kerja nengenai sandang (tekstil)
nener | ukan kerja-sana dan koordinasi yang sebaik-bai knya untuk
nencapai daya guna yang setinggi -tinggi nya;

b. bahwa potensi-potensi industri tekstil dalam negeri harus di kerahkan
sepenuhnya untuk nenberi |aporan kerja, nenpertinggi tekhnical know
how, dan nenenuhi kebut uhan pertekstilan untuk kehi dupan rakyat;

C. bahwa dal am pel aksanaan Program Penerintah harus dirintis jal an-jal an
dan usaha-usaha nmenuju pada berkenbangnya industri pertekstilan yang
sei nbang, sehingga tercapai tingkat self-supporting;

Mengi ngat
1. pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar Republ ik | ndonesi a;
2. Program Kabi net Kerja yang nengut anakan perlengkapan sandang pangan

rakyat dal amwaktu yang sesi ngkat - si ngkat nya;
3. Mani festo Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959
4, Perat uran Penerintah Pengganti Unhdang-undang No. 10 tahun 1960;
Mendengar

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 24 Mei 1960;

Menut uskan :
Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Dewan Pertekstil an.
Pasal 1
Susunan

Untuk nenjamn kel ancaran pel aksanaan Program Penerintah nengenai sandang
di bentuk suatu Dewan Pertekstilan yang terdiri atas:

1. Ment eri Penbangunan sebagai anggot a nerangkap Ket ua,
2. Menteri Produksi sebagai anggota nerangkap Vékil Ketua,
3. Menteri D stribusi sebagai anggot a,
4., Ment eri Keuangan sebagai anggot a,
5. Menteri Perdagangan sebagai anggot a,
6. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai anggot a,
7. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertanbangan sebagai anggot a,
8. Menteri Pertani an sebagai anggot a,
9. Ment eri  Per buruhan sebagai anggot a,
10. Menteri Agraria sebagai anggota dan
11. Qbernur Bank | ndonesi a sebagai anggot a.
Pasal 2
Tugas

Dewan Pertekstilan bertugas:



a. nenggar i skan kebi j aksanaan dan nerencanakan soal -soal pertekstilan
pada unumtmya dan soal tekstil sebagai sandang rakyat pada khususnya;

b. nenggar i skan usaha-usaha kearah sel f-supporting, baik dalam bahan-
bahan pertekstilan, naupun produksi tekstil dal amnegeri;
C. nenent ukan  tindakan-tindakan dan usaha-usaha untuk nenjamn

keseragaman dan koordi nasi dal am pel aksanaan program Penerintah dan
nengadakan segal a usaha agar hal tersebut pada huruf a pasal ini
dapat tersel enggara sebai k- bai knya.

Pasal 3

(1) Dal am nel akukan tugasnya Dewan Pertekstilan dibantu ol eh suatu Badan
Uusan Pertekstilan (B.UP.), yang anggota-anggotanya terdiri atas
waki | -waki | instansi Penerintah/Sem Penerintah yang dianggap perlu
dan beberapa tenaga ahli yang ditunjuk ol eh Dewan Pertekstil an.

(2) Badan Uusan Pertekstilan nenjadi Sekretariat Dewan Pertekstil an.

Pasal 4

Badan Wusan Pertekstilan bertugas nenbantu Dewan Pertekstilan dalam

bi dang- bi dang perencanaan dan pengawasan serta nerunuskan keputusan-

keput usan Dewan Pertekstil an mengenai pel aksanaan dal am hal - hal :

a. persedi aan dari. bahan-bahan baku/ penol ong, spare-parts, dan barang-
barang nodal , bai k yang diinport naupun yang di buat di dal am negeri ;

b. produksi bahan dan tekstil/sandang didal am negeri, ternmasuk jun ah
dan jenis;

C. di stribusi bahan dan tekstil/sandang kepada nasyar akat ;

d. segi -segi penbi ayaan serta penentuan harga dal amsoal pertekstil an;

e. penelitian hubungan kerja organisasi intern naupun ekstern dari

per usahaan- per usahaan pertekstil an;
per at ur an- per at uran dan ket ent uan-ketentuan |ain yang di anggap perlu
unt uk kel ancaran penyel enggaraan policy dan perencanaan yang tel ah
di tent ukan ol eh Dewan Pertekstil an.

—h

Pasal 5
Dewan Pertekstilan dapat nenbentuk Badan-badan penbantu atau nengatur
badan- badan, gabungan-gabungan dan lain-lain bentuk badan, yang erat
hubungannya dengan soal -soal pertekstil an.

Pasal 6

Untuk nel ancarkan tugasnya naka Badan Wusan Pertekstilan dapat mnta
bantuan dari instansi-instansi Penerintah | ai nnya yang ber sangkut an.

Pasal 7

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan ol eh
Dewan Pertekstil an.

Pasal 8

Penbi ayaan Badan Wusan Pertekstilan dibebankan pada Anggaran Bel anja
Ment eri  Penbangunan.



Pasal 9

Segal a ketentuan-ketentuan tentang pertekstilan yang dikel uarkan sebel um
ber | akunya peraturan ini harus di sesuai kan dengan peraturan ini.

Pasal 10
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan Peraturan
Presi den ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1960
Pej abat Presi den Republ ik | ndonesi a,

Ttd.
DIJUANDA

Ment eri  Kehaki nan,

O undangkan di Jakarta

tanggal 2 Juni 1960.

MENTER  KEHAKI VAN

Ttd.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 12 TAHUN 1960
t ent ang

DEVAN PERTEKSTI LAN
UMM

Pentingnya tekstil sebagai sandang bagi kehidupan rakyat sangat
dirasakan oleh senua orang. Kebutuhan akan sandang nerupakan suatu
kebut uhan utana (prinair).

Insyaf akan hal ini, Penerintah dalam Program Kerjanya telah
nenet apkan soal sandang sebagai suatu persoal an yang harus di pecahkan dal am
wakt u yang sesi ngkat - si ngkatnya. Untuk itu, sesuai dengan Manfesto Politik
Republ ik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, harus dikerahkan segal a
"funds and forces" yang ada nelalui cara-cara B<onom Terpi npi n sebagai
dasar nya.

Qina nel aksanakan nmaksud diatas, mnmaka sangatlah dirasa perlu
di kel varkan Peraturan Presiden tentang Dewan Pertekstilan ini; nelalui
Dewan tersebut dapat diharapkan terciptanya suatu Kkerja- sama yang
sebai k- bai knya dal am usaha nenenuhi kebut uhan kehi dupan rakyat akan tekstil
pada unumtmya dan sandang pada khususnya.



PASAL DEM PASAL.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1
Qukup | el as.

2

Sesuai dengan sifatnya sebagai badan yang tertinggi dalam soal
pertekstilan merupakan sat u-sat unya Badan yang akan nenent ukan segal a
pokok kebijaksanaan Negara dal am soal pertekstilan : dengan begitu
keseragaman dal am pel aksanaan Program Penerintah nengenai sandang
dapat terjamn.

3

Yang di naksud dengan Badan U usan Pertekstilan pada pasal ini adal ah
suat u Badan yang nerupakan staf harian dari Dewan Pertekstilan. Badan
inilah yang akan nengol ah atau nengusul kan pokok- pokok kebi j aksanaan
dal am soal pertekstilan dari atau kepada Dewan Pertekstilan. Karena
fungsi nya yang sedemkian itu, maka sewgj arnyal ah anggot a- anggot anya
terdiri tidak hanya dari wakil-wakil Departemen yang Menterinya
nenj adi anggota Dewan Pertekstilan saja, tetapi juga dari wakil -wakil
instansi Penerintah/ Sem Penerintah serta tenaga-tenaga ahli |ainnya,
yang di anggap betul -betul nengetahui nmengenai soal -soal pertekstilan.
Unt uk nenj aga hubungan serta effisiensi kerja yang bai k antara Dewan
Pertekstilan dan Badan Wusan Pertekstilan, maka Ketua Badan W usan
Pertekstilan nerangkap sebagai Sekretaris Dewan Pertekstilan, tetapi
bukan anggot a.

4

Ket ent uan- ket ent uan pada pasal ini di naksudkan sebagai

Pert ana : nenj el askan sebagi an hal -hal yang penting nengenai
pokok kebijaksanaan soal pertekstilan yang harus
di tent ukan ol eh Dewan Pertekstil an;

Kedua : ketentuan yang nenyatakan bahwa tugas Badan U usan
Pertekstil an selain sebagai penbant u Devan
Pertekstil an bi dang- bi dang per encanaan, j uga
sebagai perunus cara-cara pel aksanaan dan pengawas
dari ket entuan=ketentuan yang tel ah ditetapkan ol eh
Cevan Pertekstil an nengenai soal - soal - soal
pertekstil an.

5

Badan- badan yang dinaksud pada pasal ini adalah seperti |.BP.,

Koteksi, Soteksi dan Badan swasta lainnya, yang nenurut Dewan
Pertekstilan dapat nmenbantu kel ancaran tugasnya.

6
Qukup | el as.

7
Anggar an Bel anda bagi penbi ayaan ternmaksud pada pasal ini di bebankan
pada Anggaran Bel anja Menteri Penbangunan.



Pasal

Pasal

Pasal

8
Qukup | el as.

9
Hal-hal yang ditentukan dalam Keputusan Bersama Menteri Mida

Perdagangan dan Menteri Muda Perindustrian Rakyat No. 6406/ M Per dag.
No. 1041/MMPR tertanggal 7 Cktober 1959 tentang penbentukan
B UBP., serta peraturan-peraturan lainnya yang telah dikel uarkan
oleh Badan tersebut diatas harus disesuai kan dengan Peraturan
Presiden ini.

Selana belum ada ketentuan baru dibawah peraturan ini, naka
per at uran-perat uran yang | ana tetap berl aku sanpai ada ganti nya.

10
Qukup | el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1960 NCMZR 70
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2000



